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Menimbang

BUPATI T'ORA"'A UTARA
PROVIilSI SULAWESI SELATAIT

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

a. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perdagangan Kabupaten Tor4ia Utara
perlu disesuaikan kembali agar dapat memenuhi
perkembangan ekonomi masyarakat, perkembangan
perdagangan dalam negeri, perkembangan
kemetrologian, dan perkembangan perdagangan
luar negeri;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19
Peraturan Menteri perdagangan Nomor 96
Tahun 2Ol7 tentang pedoman Nomenklatur,
Tugas, dan Fungsi perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang perdagangan, dan
ketentuan Pasal 4g peraturan Daerah
Kabupaten Kabupaten Torqia Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara,
maka perlu menata Susunan Organisasi,
Keduduka,, Tugas pokok, Fungsi, dan Rincian
T\rgas, Serta Tata Kerja Dinas perdagangan
Kabupaten Toraja Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Dan
Rincian Tfigas, serta Tata Keq'a Dinas perdagangan
Kabupaten Torqia Utara.
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Mengrngat l. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 20Og ten
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 101 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

tang

6
Iembaran Negara Republik Indonesip Nomor 5494);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244 Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLs
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Daerah
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

5. Peraturan
Perangkat
Indonesia

6. Peraturan
Tahun 2O 17 tentang Pedoman dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Nega.ra Republik Indonesia

Pemerintah Nomor 1g Tahun 2O16 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik

Tahun 2016 Nomor ll4, famLanan
Negara Republik Indonesia Nomor 5gg7);

Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Tahun 2017 Nomor
7. Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun

T\rgas, dan

451);

2Ol7 tentang pedoman
Fungsi Perangkat Daerah Urusan
Bidang (Berita Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1O);

8. Peraturan Daerah I(abupa.ten Toraja Utara Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Daerah Kabupaten
Torqia Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
l.embaran Daerah Kabupa.ten Toraja Utara
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN
TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

U

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.2' Pemerintahan Daerah adalah penyerenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Pe'wakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsrp otonomi seruas-
luasnya daram sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana aimaksua dahm
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adarah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksa,aa, urusan pemerintah"" y"rrg menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah

Kabupaten Tora-ja Utara.
6. Dinas perdagangan adatah Dinas perdagangan

Kabupaten Toraja Utara.
7 ' Kepala Dinas adalah Kepara Dinas perdagangan

Kabupaten Tora.ia Utara.
8. Tugas pokok adalah ikrrtisar dari keseruruhan tugasjabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan-pekeq.aan yang merupakan

penjabaran dari tugas pokok. : -
10' Rincian tugas adarah paparan atau bentangan atas

semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok
yang dilakukan pemegang jabatan.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang seLanjutnyadisingkat UPTD adalah 
"rgrrri*""i yang

melaksanakan kegiatan tekrris op"r"iorral dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Perdagangan.
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(1) Dinas perdagangan terdiri atas:a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Subbagian 

$ogram, Evaluasi, dan pelaporan;c. pidang pengembangan'pera"grrs;meluawarri:
t. Seksi Sarana Distribusi "p;;A;;;"" 

DalamNegeri,
2. Seksi pelaku Distribusi perdagangan DalamNegeri; dan
3. Seksipengengbangan peldaga.ngan Luar Negeri;d. Fiqng KemJtrotosi; membawahi:
1. Seksi pelayanan Tera aa" t r" Utrrrg;2. Seksi Bina Sumber Daya Manusia; j""3. Seksi pengawasan;

e. Bidang pengendalian Barang dan penggunaan
Produk Dalam Negeri membawlhi:
1. Seksi pengendalian Barang pokok dan Barangpenting;
2. Seksi pengawasan Distribusi Barang pokok,

- Barang_penting, dan Barang yang Oiatur; aan3' seksi penggunaan dan }L*""or"r, produk
Dalam Negeri;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dang. UPTD.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas perdrgangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
d.lrry lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Perdagangan sebagpimana dimaksud dalam
Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a dan Pasal 3 mempunyai tugas
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membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggaralan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang

perdagangan, kemetrologian, dan
pengen4alian barang dan penggunaan produk
dalam negeri;

b. pelaksanaan kebdakan daerah di bidang
perdagangan, kemetrologian, dan

barang dan penggunaan produk
dalam negeri;

bimbingan teknis dalam
kebijakan di bidang pengembangan

dan pengendalian
barang dan penggunaan produk dalam
negeri;

d. pelaksanaan pengaurasan (supervisi) dan
pemantauan dalam penyelenggaraan di bidang
pengembangan perdagangan, kemetrologian, dan
pengendalian barang dan penggunaan produk
dalam negeri; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
di bidang pengembangan

perdagangan, kemetrologian, dan pengenddian
barang dan penggunaan produk daLam negeri.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan Daerah di bidang

c

e

sesuai visi, misi, dan rencana
strategis;

b. kebiiakan urusan
kelembagaan, organisasi, dan tata laksana di
bidang pengelolaan pasar;

c. merumuskan rencana, Pnogram, dan
penganggaxan bidang perdagangan

d. melaksanakan kebljakan Daerah di bidang

urusan
koordinasi dalam

pengembangan

f.

dan pengendalian barang dan
penggunaan Produk dalam negeri;

teknis dalam

5
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g. melaksanakan pengaurasan (supervisi) dart

pemantauan dalam pelaksanaan kebiiakan dan
program di bidang perdagangan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan keb{jakan dan program;

i. melaksanakan administrasi Dinas Perdagangan;

dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada
di bawatr dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan,
keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan di
lingkungan Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {21, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan bidang
perdagangan dan produk perundang-undangan;

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan
pengelolaan administrasi umum, perlengkapan,
dan kepegawaian;

c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan
pslsmfagaan, organisasi, tr'tt:- liaksana, tata
persuratan, kearsipan, dan dokumentasi;

d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan
penyusunan rencana, program, penganggaran,
perbendaharaan, dan administrasi keuangan; dan

e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan
pemantaua.n program, evaluasi, dan pelaporan.

(4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dirinci sebagai berikut :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis;
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b. melaksanakan pengeroraan administrasi umum,
perlengkapon, kerumahtanggaan Dinas, dan
barang milik Negara/Daerah;

c. meliaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan, perbend aharaeurr, dan akuntansi;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

e. melaksanakan penataan kelembagaan, organisasi,
dan tata laksana;

f. melaksanakan pengelolaan tata persuratan,
kearsipan, dan dokumentasi;

g. melaksanakan penyusunan rencana, program,
dan penganggaran;

h. melaksanakan pemantauan pro{pram, eva.luasi,
dan pelaporan;

i. melaksanakan administrasi dan ketatausahaa'
Dinas Perdagangan; danj' melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

\-

(U Subbagian Tata Usaha sebagaislana dimaksud datam
Pasal 2 ayat (l) huruf b angka I dipimpin oleh Kepala
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan administrasi' pengembangan, kesejahteraandan disiplin pegawai, organisasi, tota laksana,pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, 1atapersuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem
informasi, barang milik Negara/Daerah, dan rumah
tangga Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala subbagian Tata usaha
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan bidang

perdagangan dan produk perundang-undangan;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaanurusan administrasi kepegawaian,

pengembangan, kesejahter€an, dan disiplin
pegawai;

c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan
administrasi umum, perlengkapan, rumah ;;*"
dinas, pengadaan dan penyimpanan barang milik
Negara/Daerah dan rumah tarrgga Dinas;d' penyiapan koordinasi dan petaksanaan urusankelembagaan, organisasi, trrta laksana, tatapersuratan, kearsipan, dokumentasi, dan sistem
informasi; dan
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e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan
administrasi kedinasan dan ketatausahaan Dinas.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan koordinasi bahan

perumusan kebijakan dan produk perundang-
undangan;

b. melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan administrasi kedinasan;

c. melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan kelembagaan, organisasi,
dan tata laksana;

d. melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan,
dokumentasi, dan sistem informasi;

e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan kepegawaian,
pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin
pegawai;

f. meliaksanakan penyiapan koord.inasi dan
pelaksanaan urusan administrasi umum,
perlengkapan, penyimpanan, dan rumah tangga
Dinas; dan

g. melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan pengadaan barang milik
Negara/Daerah.

Pasal 7

(1) Subbagran Program, Evaluasi, dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian
Program, Evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyusunan, penelaahan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan rencana, program dan
anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan,
perbendaharaart, gaji dan tunjangan pegawai,
akuntansi, pemantauan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan keuangan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian program, Evaluasi,
dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan program,

dan penganggaran bidang perdagangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan evaluasi

dan pelaporan Dinas perdagangan;
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c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan

keuangan Dinas.
(3) Ttrgas pokok dan fungsi

ayat (21dan ayat (3)

dan

sebagaimana dimaksud pada

administrasi keuangan,
akuntansi;

d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan
perencanaan dan penganggaran; dan

e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan uruaan
pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

a.

b.

c.

kebljalan rencana, program, dan
penyiapan bahan perumusan

kebijakan evaluasi dan Dinas

penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

penyiapan koordinasi dan
urusan gaji dan tunjangan pegawai;

koordinasi dan
urusan dan

akuntansi;

dirinci sebagai beriku
penyiapan bahan

t:
perumusan

koordinasi dan
darr monitoring

d.

e

f.

program dan keuangan; dan
c. penyiapan koordinasi dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan
Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan perdagangan

Pasal 8

(1) Bidang pengembangan
sebagaimana

dimaksud datam pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin
oleh Kepa.la Bidang pengembangan Perdagangan yang
berada di bawah
Kepala Dinas melal

(2) Kepala Bidang

dan bertanggung jawab kepa.da

pada ayat (1) mempunyai
tugas melalsanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi
perumusan dan kebiiakan, bimbingan

pelaksanaan di bidang
dalam negeri, pelaku

teknis, evaluasi dan pelaporan

distribusi dalam negeri, dan
pengembangan perdagangan luar negeri.

ut

penyirapan
pemantauan

Sekretaris Dinas.
Pengembangan

sarana distribusi

9



(3) Dafam
pada

melaksanakan tugas sebqgairnana dimaksud
ayat (2l,, Kepa.la Bidang

Perdagnngan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di bidang

pengembangan perdagangan
b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan

kebiiakan bidang pengembangan perdagangan
c. keb{jakan bidang pengembangan

teknis dalam

penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang pengembangan

keb{jakan bidang pengembangan

d
kebijakan bidang pengembangan

dan
evaluasi dan pelaporan bidang

pengembangan perdagangan.
(4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat{21dan ayat (3) dirinci sebagai berikut:

e.

a.

b.

f.

c. data, identifikasi,
dan analisa bidang pengembangan perdagangan

d. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana
distribuei perdagangan dalam negeri;

e. membina pengelola sa.rana dan pelaku distribusi
dalam negeri di Daerah;

pelayanan atau
rekomendasi perizinan dan non perizinan usaha

g. melaksanakan penyediaan pedoman:
sarana distribusi

dalam negeri; dan
2. penerbitan dan/atau rekomendasi izin usaha

pasar ralg/at, pusat
toko swalayan, dan Tanda Daftar Gudang;

h. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola

I

sarana distribusi perdagangan masyaral<at di
Daerah;

i. melaksanakan pengembangan kompetensi untuk

J

pengelola saxarra distribusi
Daerah;

pelayanan penerbitan atau
izin usaha pengelolaan pasar rakyat,

pusat dan toko swalayan;
k. melaksanakan penyediaan pedoman penerbitan

Surat Tanda
1. penerima

negeri;

di

Waralaba untuk:
dari waralatra dalam

l0

waralaba



2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba
dalam negeri; dan

3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba
luar negeri;

l. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba untuk:
I. penerima waralaba dari waralaba datam

negeri;
2. penerima waralaba la4iutan dari waralaba

dalam negeri; dan
3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba

luar negeri;
m. melaksanakan penyediaan pedoman penerbitanSurat lzin Usaha perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP_MB) golongan B dan Cuntuk pengecer dan peqiual langsung minum di
tempat;

n. melaksanakan penyediaan pedoman pemberian
rekomendasi penerbitan perdagangan ,ir* *,",
Pulau Terdaftar (pKApT);

o. melaksanalan pelayanan penerbitan ataurekomendasi Surat lzilrrl Usaha perdagangan
Minuman Beralkohol (Srup-MB) golongan B dan Cuntuk pengecer dan penjual tangsung minum di
tempat;

p. membentuk tim terpadu minuman beralkohol
golongan B dan golongan C untuk pengecer
dan 

-penjual langsung minum ai tempat aafamrangka pelaksanaan pengendalian, purgaror,,
peredaran minuman beralkohol, aan pelertiUan
Surat Izin Usaha penjualan Minuman Leraff<onof
(sruP_MB);

q. membentuk tim pengawasan dan pemeriksaanfasilitas penyimpanan bahan berbahaya,
pengemasan dan pelabeLan bahan berbahaya;r. melaksanakan pengawasan dan 

. 
pemeriksaanfl*ili}- penyimpanan bahan berbahaya,

distribusi dalam Daerah dan antar aaerafr, sertapengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;s. melaksanakan pemberian rekomendasi p""*Ui*"
Perdagangan Kayu Antar pulau Terdaftaiir*rnf,t. melaksanakan pembinaan dalam p."""UiO"
Surat lzin Usaha perdagangan (SIUp) i." f""a.Daftar perusahaan (TDp);

u. menyelenggarakan dan/atau partisipasi pameran
{aSanS 

nasional, pameran dagang lokd, aan misidagang bagi produk ekspor 
"J aI"J;' --'

ll
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v. menyediakan layanan informasi mengenai
penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran
dagang nasional, pameran dagang lokal, dan
misi dagang produk ekspor ungguLan daerah;

w. melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi
dalam kampanye pencitraan produk ekspor lintas
Daerah;

x. melaksanakan penerbitan atau rekomendasi
Surat Keterangan Asat (SI(A);

y. melaksanaf<an pembinaan terhadap pelaku
usaha dalam rangka pengembangan ekspor
untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
dan

z. melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang pengembangan
perdagangan.

Pasal 9

(1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
angka 1 dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Pelaku
Distribusi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai
tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi,
analisa, penyiapan batran perumusan dan
pelaksanaan kebiiakan, evaluasi dan pelaporan di
bidang sarana distribusi perdagangan daLam negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (U, Kepala Seksi Sarana Distribusi
Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di bidang

sarana distribusi perdagangan dalam negeri;
b. pelaksanaan kebiiakan bidang sarana distribusi

perdagangan dalam negeri;
c. penyediaan pedoman pengelolaan bidang sarana

distribusi perdagangan dalam negeri;
d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan

analisa bidang sarana distribusi perdagangan
dalam negeri; dan

e. pelaksanaan evaluasi da, pelaporan di bida,g
sarana distribusi perdagangan dalam negeri.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebiiakan di bidang sarana distribusi
perdagangan datam negeri;

b. melaksanakan kebirjakan bidang sarana distribusi
perdagangan dalam negeri;

\-
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c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
dan analisa bidang sarana distribusi perdagangan
dalam negeri;

d. melaksanakan penyediaan pedoman:
1. pengelolaan manajemen sarana distribusi

perdagnngan dalam negeri; dan
2. penerbitan rekomendasi izin usaha

pengelolaan pa.sar rakyat, pusat perbelanjaan,
toko swalayan, dan Tanda Daftar Gudang;

e. melaksanakan identifikasi dan usulanpembangunan/revirds""i sarana distribusi
perdagangan dalam negeri;

f. melaksanakan pembangunan/revitalisasi saranadistribusi perdagangan dalam negeri sesuai
kebutuhan dan kondisi Daerah;

g. melaksanakan monitoring pembangunan/
revitalisasi dan pengelolaan sarana ais-triUusi
perdagangan dalam negeri;

h. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola
aarana distribusi perdagangan dalam negeri
masyaralat di Daerah;

i. melaksanakan pengembangan kompetensi untuk
pengelola sarana distribusi perdagangan dalam
negeri di Daerah;

j. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana
. distribusi pedagangan dalam neteri ai O""J;k. melaksanakan pelayanan penerbitan atau

rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar rak5rat,

- pusat perbelanjaan, dan toko swalayan; danl. melaksanakan evaluasi dan peLaporan OiUia"rg
sarana distribusi perdag;angan dalam negeri.

Pasal 1O

(1) Seksi Pelaku Distribusi perdagangan Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud aaUm FaJ z ayai 1r1 nurur
I *e1"" 2 dipimpin oleh Kepala Stki petaku
Distribusi perdagangan Dalam Negeri mempunyaitugas melakukan pengumpulan data, identifikasi,analisa, penyiapan bahan p"*rnr* danp:Ik*o" kebiiakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaku distribusi perdegangan daiarn-negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebaga:imana dimaksud
gada ayat (1), Kepata Seksi -petaku 

Oist"iUu"iPerdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan
fungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di
bidang pelaku distribusi perdagangan dalam
negeri;

b kebijakan bidang pelaku distribusi
dalam negeri;

c. penyediaan pedoman pengelolaan bidang pelaku
distribusi perdagangan dal,am negeri

d. pelaksanaan pengumpulan data, identilikasi,
analisa bidang pelaku
dalam negeri; dan

distribusi perdagangan

e.

bidang pelaku
negeri.

(3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 dirinci sebagai berikut :
a. bahan perumusan

kebiiakan di bidang pelaku distribusi
dalam negeri;

kebijakan bidang pelaku distribusi
dalam negeri;

pengumpulan data, identifikasi,
dan analisaa bidang pelaku distribusi

dalam negeri;
d. melaksanakan penyediaan pedoman penerbitan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
penerima waralaba dari waraLaba dalam negeri;

waralaba lanjutan dari waralaba
dalam negeri; dan

3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar
negeri.

e. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba untuk:
1.

2.
penerima waralaba dari waralaba dalam

waralaba lanjutan dari waralaba
negeri;

dalam negeri; dan
3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar

negeri.

golongan B

penerbitan
Minuman
dan C

evaluasi dan pelaporan di
distribusi perdagangan dalam

b.

c

1.

2.

f.

c.

Surat lzin Usaha
Beralkohol (Srup-MB)
untuk pengecer dan penjual langsung minum di
tempat;

penyediaan pedoman pemberian
penerbitan Perdagangan Kayu Antar

Pulau Terdaftar (pKApT);
pelayanan atau

rekomendasi Surat lzin Usaha
Minuman Beralkohol

h
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k.

golongan B dan golongan C untuk pengecer
dan penjual langsung minum di tempat dalam

untuk pengecer dan penjual langsung minum di
tempat;

tim terpadu minuman beralkohol

minuman beralkohol, dan penertiban
Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Kayu Antar Pulau Terdaftar (pKApT);
komoditi

antar daerah;

(SIUP) dan Tanda

rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan,
peredaran
Surat Izin
(SrUP-MB);

j. membentuk tim pemeriksaan pengawasan dan
fasilitas bahan
pengemasan dan pelabelan bahan

pengawasan dan
fasilitas bahan
distribusi dalam Daerah dan antar daerah,
pengemasan dan pelabelan bahan

1.

n.

m

dafam
Surat Izin Usaha perdagangan
Daftar Perusahaan (TDp); dan

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaku distribusi perdagangan dalam negeri.

Pasal l1

(1) Seksi Pengembangan
sebagaimana dimaksud daLam Pasal

Luar Negeri
2 ayat (l)

huruf c angka 3 tugas
data, identifikasi, analisa,

bahan perumuaan dan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di
perdagangan luar negeri.

bidang pengembangan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri fungsi

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
a.

c

pengembangan luar negeri;
b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan

kebiiakan bidang pengembangan perdagangan
luar negeri;

- 
kebijakan bidang pengembangan

luar negeri;
d. pelaksanaan pengumpulan data, identilikasi, dan

analisa bidang

l5
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e' pelaksanaan evaruasi dan peraporan di bidangpengembangan perdagangan luar negeri.(3) Tugas pokok dan fungsi setagaim"rr" ai*"tsud padaayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan 

.di bidang pengembangan perdagangan
luar negeri;

b. melaksanakan kebijakan di bidangpengembangan perdagangan luar negeri;c. melaksanakan koordinasi dalam periyefenggaraan
urusan bidang pengembangan perdagangan luarnegeri;

d. melaksanry 
, 
pengumpulan data, identifikasi,dan analisa kebutuhan ai Uia"rrg p.rrg.;bangan

perdagangan luar negeri;
e. menyelenggarakan dan/atau partisipasi pamer€ul

dagang nasional, pameran dagang tokat, ian misi
_ dagang bag produk ekspor asal daerah;f. menyediakan layanan informasi mengenaipenyelenggaraan dan partisipasi pada f"*"r.r,dagang nasional, pameran dagang lokal, danmisi dagang produk ekspor unggulan daerah;g. melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi

dalam kampanye pencitraan produk ekspor lintas
Daerah;

h' melaksanakan penerbitan atau rekomendasi
Surat Keterangan Asal (SI(A);

i. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku
usaha dalam rangka pengembangan ekspor
untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
dan

j. melaksanakan pemantauart, monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang pengembangan
perdagangan luar negeri.

Bagian Keempat
Bidang Kemetrologtan

Pasal 12

(1) Bidang Kemetrologan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d drpimpin oleh Kepala Bidang
Kemetrologian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas

(2) Kepala Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan, bimbingan teloris, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera
dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan
pengawasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

b. penyiapan koordinasi dan liasilitasi perumusan
kebijakan bidang kemetrologian

c. kebijakan bidang
bimbingan teknis dalam

; dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

(4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. melalsanakan bahan perumusan

kebijakan di bidang kemetrologian;
b. melaksanakan kebijakan bidang kemetrologian
c. melaksanakan koordinasi daLam penyelenggaraan

urusan
d. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat

ukur, takar, timbang, dan
(uTrP);

d.

e

e. melaksanakan pemetaan jumlah potensi ukur,
takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTp);

f. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;

1.

c. dan
ketertelusuran standar ke{a/uji dan peralatan

h dan
terhadap jabatan fungsional penera dan
pengawas kemetrologian di Daerah;

penyiapan bahan dalam rangka
sistem informasi sumber daya

manusia
pengawas

j. melaksanakan bimbingan teloris dan penilaian
angka kredit jabatan fungsional penera dan
pengawas kemetrologian;

k. melaksanakan pengawasan ukur, takar, timbang,
dan (UTTP), Barang Dalam
Keadaan
ukuran;

Terbungftus (BDKT), dan satuan

L melaksanakan sosialisasi dan

jabatan fungsional penera dan
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m. melaksanalan penyidikan tindak pidana bidang
Metrologi l-egal;

n. melaksanakan fasilitasi pembentukan Pasar
Tertib Ukur (PTU) dan/atau Daerah Tertib Ukur
(Dru);

o. melaksanakan penyusunan dan
sistem mutu Metrologi kgal; dan

p. penJrusunan evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang kemetrologian ke
Pemerintah Pusat.

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d ang!<a 1

dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera
Ulang mempunyai tugas melakukan pengumpulan
data, analisa, bahan
perumusan dan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera
ulang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera
Ulang menyelenggaral<an fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebljakan di bidang
pelayanan tera dan tera ulang;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan tera dan
tera ulang;

c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
bidang pelayanan tera dan tera ulang;

d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan
analisa kegiatan pelayanan tera dan tera
ulang; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pelayanan tera dan tera ulang.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan
kebljakan di bidang pelayanan tera dan tera
ulang;

b. metralsanakan kebijakan bidang pelayanan tera
dan tera ulang;

pengumpulan data,
dan analisa kebutuhan bidang pelayanan tera dan
tera ulang;

d. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan
urusan pelayanan tera dan tera ulang;

c
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e.

ulang aLat
pelayanan

ukur, takar,
tera dan

timbang,
tera
dan

(uTrP);
f. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
g. melaksanakan dan menjamin

standar kerja/uji dan peralatan

melaksanakan penJrusunan dan pemeliharaan
sistem mutu Metrologi Iegal; dan
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah
Pusat.

Pasal 14

(1) Seksi Bina Sumber Daya Manusia gelagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2
dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melakukan
data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan keb[jat<an, evaluasi dan
pelaporan di bidang bina sumber daya manusia

(2) Dalam melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepata Seksi Bina Sumber Daya
Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
bina sumber daya manusia;

b. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggarEran
pembinaan sumber daya manusia;

pengumpulan &8, identilikasi,

h

1

c.

d.

e.

b.

analisa dan fasilitasi
sumber daya manusia;

bimbingan teknis dan penilaian
angka kredit jabatan fungsional; dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peLaksanaan
pembinaan sumber daya manusia.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. melaksanakan perumusan kebijakan teloris di

bidang sumber daya manusia;
kebijakan sumber

daya manusia;
c. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan

urusan bina sumber daya manusia;
d. melaksanakan pengumpulan data dan identilikasi

masalah dalam
sumber daya manusia;

l9
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e.

f.

s.

menganalisa kebutuhan dalam penyelenggaraan
sumber daya manusia;

penyediaan tenaga penera dan
pengawas kemetrologian ;
melaksanakan bimbingan teknis dan penilaian
angka kredit jabatan fungsional penera dan
pengawas kemetrologian;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
sistem informasi sumber daya manusia jabatan
fungsional penera dan pengawas kemetrologian;
dan
melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
bina sumber daya manusia.

h

Pasal 15

(1) Seksi Penga.wasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (l) huruf d angka 3 oleh Kepala
Seksi mempunyai tuga.s melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan
bahan perumusan dan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi
fungsi :

bahan perumusan kebijakan di bidang
pengawasan kemetrologian;

kebljakan pengawasan

koordinasi dan kerjasama
pengawasan dan penegakan hukum;

sosialisasi, publikasi, informasi, dan
penyuluhan kemetrologian; dan

evaluasi dan pelaporan di bidang
pengawasan kemetrologian.

(3) Tugas, pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan ayat (21 dirinci sebagai
berikut :

penyiapan bahan rumusan

1

a.

a.

b.

c.

d.

e.

kebijakan di bidang pengawasan;
b. melaksanakan kebliakan bidang pengav/asan;
c. melaksanakan koordinasi dslam penyelenggaraan

urusan pengawasan;
d. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,

dan analisa bidang pengawasan;
e. melalsanakan pemetaan jumlah potensi ukur,

takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTp);
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pengawasan dan pengamatan
ukur, takar, timbang, dan
(UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus
(BDK'I), dan satuan ukuran;

b. sosialisasi, publikasi, informasi,
dan penyuluhan kemetrologian

h. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang
Metrologi Irgal;

i. melaksanakan penyusunan Standar
Prosedur (SOE
Daerah;

pengawasan di

j. melaksanakan koordinasi dan keg'asama
pengawasan dan hukum dengan
Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan/atau
pihak ketiga;

k. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) dan/atau
Daerah Tertib Ukur (DTU); dan

1. melaksanalan evaluasi dan pelaporan kegiatan
pengawasan ke Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Barang dan Penggunaan produk

Dalam Negeri

Pasal 16

(l)Bidang Barang dan
Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (l) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang
Pengendalian Barang dan Penggunaan produk Dalam
Negeri yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Bidang Barang dan Penggunaan
Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebiiakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan
pelalsanaan di bidang pengendalian barang pokok
dan barang penting, pengawasan distribusi barang
pokok, barang penting, dan barang yang diatur, serta
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

(3) Dafam melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang pengendaliarr Barang
dan

f.

Produk Dalam Negeri
menyelenggaralcan fungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
barang dan penggunaan prcduk

dalam negeri;
b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi perumusan

kebliakan bidang barang dan
penggunaan produk dalam negeri

c. pelaksanaan kebljakan bidang pengendalian
barang dan penggunaan produk dalam negeri;

d. teknis dalam

e.

penyelenggaraan bidang pengendalian barang dan
penggunaan produk dalam negeri; dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

barang dan penggunaan produk
dalam negeri.

(4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. mel,aksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan di bidang pengendalian barang dan
penggunaan produk dalam negeri;

b. melaksanakan kebijakan di bidang
barang dan penggunaan produk dalam negeri;

c. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan
urusan bidang barang dan
penggunaan produk dalam negeri;

d. melaksanakan pengumpulan data, identilikasi,
dan analisa kebutuhan di bidang pengendalian
barang dan penggunaan produk dalam negeri;

e. melaksanakan penyelenggaraan operasi pasar
dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok di Daerah;

f.melaksanakan koordinasi dengan stakelalders
untuk penyelenggaraan operasi pa.sar dan/atau
pasar murah di Daerah;

c. ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting di Daerah;

h. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di Daerah;

i. melaksanakan penyediaan data dan informasi
h*9a., ketersediaan stok, dan pasokan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di
Daerah;

pengawasan dan pemantauan
harga, ketensediaan stok, dan distribusi/pasokan
barang kebutuhan pokok, barang penting, dan
barang yang diatur di Daerah;

J
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a

k. melaksanakan pengawasan distribusi barang
kebutuhan pokok, barang penting, dan barang
yang di atur di Daerah;

1. melaksanat<an pengawasan pengadaan,
penyduran, dan penggunaan pupuk bersuLsidi di
Daerah;

m. melaksanakan koordinasi dengan Komisi
Pengawas pupuk dan pestisida Daerah, produsen,
distributor, dan pengecer di Daerah;

n. melaksanakan peningkatan kemitraan usaha;
o. melaksanakan promosi penggunaan dan

pemasaran produk lokal/unggulan daerah;p. melaksanakan peningkatan akses pasar dan
penggunaan pnoduk dalam negeri;

q' melaksanakan penyediaa, data dan informasi
produk lokallunggulan daerah;

r' melaksanakan penyediaan data dan informasi
pelaku usaha mikro kecil menengah; dan

s. melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian barang dan penggunaan produk
dalam negeri.

Pasal lZ

(1) seksi Pengendalian Barang pokok dan Barang
Penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi
Pengendalian Barang pokok dan narang penting
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksana.an kebiiakan, evaruasi da, pelaporan
di bidang pengendalian barang pokok dan barang
penting.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi pengendalian Barang
Pokok dan Barang penting menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di

bidang pengendalian barang pokok dan barang
penting;

b. pelaksanaan kebirjakan bidang pengendalian
barang pokok dan barang penting;

c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
pengendalian barang pokok dan barang
penting;

d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan
analisa bidang pengendalian barang pokok dan
barang penting; dart

I
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e.

b.

evaluasi dan pelaporan di
bidang pengendalian barang pokok dan barang
penting.

(3) Tugas pokok dan fungsi dimaksud
pa.da ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. mel,aksanakan bahan perumusan

kebijakan di bidang pengendalian barang pokok
dan barang penting;

kebijakan bidang pengendalian
barang pokok dan barang penting;

c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
dan analisaa bidang pengendalian barang pokok
dan barang penting;

d. melaksanakan operasi pasar
dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok di Daerah;

e. melaksanakan koordinasi dengan stakelalders
untuk penye operasi pasar dan/atau
pasar murah di Daerah;

f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting di Daerah;

g. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
penting di Daerah;

h. melaksanakan penyediaan data dan informasi
harga,
barang
Daerah
mel,aksanakan pemantauan harga, ketersediaan
stok, dan distribusi/pasokan barang kebutuhan
pokok dan barang penting di Daerah; dan

j. melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang
barang produk dan barang penting.

Pasal 18

(1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok, Barang
Penting, dan Barang Yang Diatur
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2
dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan Distibusi
Barang Pokok, Barang Penting, dan Barang yang
Diatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan
data, analisa, bahan
perumusan dan pelaksanaan kebirjakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengawasan distribusi barang
pokok, barang penting, dan barang yang diatur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Distribusi

stok, dan distribusi/pasokan
pokok dan barang penting di

1.
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Barang Pokok, Barang Penting, dan Barang Yang
Diatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan keb[jakan di bidang

penga.\,easan distribusi barang pokok, barang
penting, dan barang yang diatur;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan
distribusi barang pokok, barang penting, dan
barang yang diatur;

c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
pengawasan distribusi barang pokok, barang
penting, dan barang yang diatur;

d. pelaksanaan pengumpulan data, identifrkasi, dan
analisa bidang pengawasan distribusi barang
pokok, barang penting, dan barang yang diatur;
dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengawasan distribusi barang pokok, barang
penting, dan barang yang diatur.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan ayat (21 dirinci sebagai
berikut:
a. melaksanakan

kebijakan bidang pengawasan distribusi barang
pokok, barang penting, dan barang yang diatur;

kebijakan bidang pengawaaan
distribusi barang pokok, barang penting, dan
barang yang diatur;
melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi
bidang pengawasan distribusi barang pokok,
barang penting, dan barang yang diatur;

d. melaksanakan analisa kebutuhan bidang
penga$/asan distribusi barang pokok, barang
penting, dan barangyang diatur;

e. melaksanalan koordinasi dengian stokelalders
dal,am penyelenggaraan pengawasan distribusi
barang pokok, barang penting, dan barang yang
diatur;

f. mela-ksanakan pengawasan distribusi barang
kebutuhan pokok, barang penting, dan barang
yang diratur di Daerah;

c. pengawasan pengadaan,
penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di
Daerah;

h. melaksanakan koordinasi dengan Komisi
Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen,
distributor, dan pengecer di Daerah; dan

bahan perumusan

b.

c.
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melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengawasan distribusi barang pokok, barang
penting, dan barang yang diatur.

Pasal 19

(1) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan
dan pel,aksanaan kebirjakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam
negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam Negeri menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebirjakan di bidang

penggunaan dan pemasaran produk dalam
negeri;

b. pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan dan
pernasaran produk dalam negeri;

c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan
bidang penggunaan dan pemasaran produk
dalam negeri;

d. pelaksanaan pengumpulan data, identilikasi, dan
analisa; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pel,aporan di bidang
penggunaan dan pernasraran produk dalam
negeri.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebljakan di bidang penggunaan dan pemasaran
produk dalam negeri;

b. melaksanalan kebijakan bidang penggunaan dan
penrasaran produk dalam negeri;

c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
dan analisa bidang penggunaan dan pemasaran
lokal/unggulan daerah ;

d. mel,aksanakan pendataan dan identilikasi pelaku
usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;

e. melaksanakan peningkatan kemitraan usaha;
f. melaksanakan promosi penggunaan dan

pemasaran produk lokal/ unggulan daerah;

I

v

I
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g. melaksanakan akses pasaf
penggunaan produk dalam negeri;

h. melaksanakan penyediaan data dan informasi
produk lokal/unggulan daerah;

i. melaksanakan penyediaan data. dan informasi
pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha
mikro kecil menengah sektor perdagangan); dan

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bagran Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sefagaimana dima}sud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

Bagan Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 21

(1) UPTD sebegieimana dimaksud dalam pasal 2 ayat {ll
huruf g merupakan unsur teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Dinas Perdagangan yang menyelenggaral<an tugas:
a. pengelolaan pasar; dan/atau
b. Metrologi I€gal.

(2) UPID sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) dipimpin
oleh Kepa1a UPID yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibentuk
dengan memperhatikan
a. kajian akademis atau analisa kebutuhan Daerah;
b. analisa rasio belanja pegawai;
c. hasil perhitungan analisa beban kerja;
d. kondisiDaerah;
e. kemampuan keuangan Daerah; dan
f. kriteria ketentuan peraturan

perundang-
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai UpTD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengnn
Peraturan Bupati.
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BAB V
TATA KERJA

Pas.l22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagrqn, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, Kepala
UPTD dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas
wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta
menyampaikan laporan secara berl<ala dan/atau
sesuai kebutuhan secara tepat wsktu kepada atasan
masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh
pimpinan sebagai perumusan pelaksanaan kebijakan
teknis.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas,
Seknetaris, Kepal,a Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan Kepata UPTD dalam lingkungan Dinas:
a. melakukan pengawasan, pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi; dan
b. melaksanakan rapa.t koordinasi secara berkaLa

dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 23

(1) Pada saat Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku, Kepala
Dinas Perdagangan mempersiapkan:
a. pengalihan pengelolaan pasar; dan
b. pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21.
(2) Pengalihan pengelolaan pasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sarana dan prasarana;
b. personil; dan/atau
c. pembiayaan.

(3) Pengalihan pengelolaan pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Bupati atau
Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku sejak
pelantikan pejabat strukhrral berdasarkan peratuian
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara.
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BAB VII
KSIENTI'AT{ PENUTT'P

,

ksnl 25 
,

nada mat Ferattrran Bupqti ini mutrai beflaku, maka
Feraturan Bupati Torqia utara Nomor 71 Tatrun 20116

tentang Sueuna$ Orgnnisasi, Kedudukan, Tugas ryFk,
ftungei, dan Rlnoiart Tugas, serta Tata l(erja Dirras
peruagtqilgan Kabupaten Toraja utara ,(Berita DaeraII
Ihbupaterr Toraja Utallt Tahun aOLG Nomor 721, drcabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

i-"r'

Peraturaa Bupati ini mulai
diundangkan.

bcrlaku. F* tanggFl

ASar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkarr
pengunAangn Peraturafr Bupti , ini dengan
pertempatannya dalam Berita Dasrah trkbupaten
Toraja Utara.

Difetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 T'LL ?CI1g

UTARA,

..ft
,.$ ufi,

u'

Diundangftan di Rantepao
pada tanffial 1 liflt ?019

DAERAH
UTARA,

BERTTA DAERAH I{ABUPATEN TORA.IA I'TARA TAHUN 2A19 }IOMOR 30

a

.....:;i:l-

29



{' i
rir; - $ ,1"1 r.i"

q

I.A}{PIRAI{
PtsBATI'NAI{ BIJPATI TORA"IA UTARA
NOMOR !o TAHUN 2Ol9 ?aNcGAL r JsLr co19
TENTANG
SUSI'NAI{ ,ORGAIITISASI, f,TD1'DUTAN,T{'GAS POKOK, FUNGSI, DAN RIICIAN TI'GAS, SERTA TATA I{ER.'A DINAS
PERDAGAI{GAN KABUPA?EN I'ORA'AIIIARA

STRUKTTJR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAIiI I(ABUPATEN TORATIA UTARA

A UTARA,

KEPAIJT DINAS

SEKRETARIATKEIoMPoKJA,ffiTAN--
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PBOGRA!il,EVALUASI DAIiI
PET.APORAIT

M'EtsA(}XANTATA USAHA

BPING PENOEilBANOAN
PERDAGANCAN BIDAT{GKEMSTROLOGIAN

BIDANG PDNGENDAUA!{ BARANG
DAN PENOC}UNMN PRODUK

DAIAM NEGSFX

gU(SI PEI,AYANAN TERA
DANTERAUI.ANG

SEKSI PENOENDALIAN EARAI{G
FOKON DAN BARANG PEITTINO

SEI(SI SARANA DI TRIBUSI
PSRDAGAT{G,UT DAIAM IiIEGERI

SEKSI PEI.AKU DISIRIBUSI
PERDACIAT.IGA!{ DAI,AM NEOERI

SEI€I EINA SUMBER DAYA MANUSIA
SEI($I PTNEAWASAN DI8f,RTBUSI BARANG
PC}KOX, BARANG PE}TTING, PAN BARANG

YANG INATT'R

SEItril NENGE},IBAITGAII
PERDAGAITGAII LUAR NEGERI

SE.IffiI PEilOGUNiAI{ EAN PEilIASARAN
P&ODUK DAIAM NEABRI

UPTD

30


